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BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintah  

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman 

atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan 

laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan 

keuangan. 

Menurut Mahsun et al., (2013) standar akuntansi sektor publik adalah 

prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

organisasi sektor publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar 

akuntansi pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP dengan 

mengacu pada praktek-praktek terbaik internasional, diantaranya dengan 

mengadaptasi International Public Sector Accounting Standars (IPSAS).  

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan dalam lingkup 

pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di 

lingkungan pemeritahan pusat/daerah , jika menurut perundang-undangan satuan 

organisasi dimaksudkan wajib menyampaikan laporan keuangan.  

2.1 Landasan TTeeori 

2.1.1 Stanndadar Akuntansi Pememerir ntn ahah 

MMardiasmo (2(200002)2) mendefinisikan standadar r akakununttansi merupakakan pedoman

attaau prinssipip –– pprinsipp yyang mengatur perlakuan aakuk ntannsisi ddalalama  pennyuy sunan 

laporaann kekeuangngaan untuk tujuan pelaporan kepada parra a pengnggugunana laporo an 

keeuau ngan.

MMenurut Mahsun et al., (2013) standar akuntansi sektor ppublilik k adadalahh 

prinsipp-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporaan keuangganan 

organiisasi sektor publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkkan sttaandaar 

akunntatannsi pemerintahahanan yyanangg disebut Standadarr AkAkununtatansi Pemerintahahan (SAAP)P ..

KoK mite Standar Akuntansi Pemererinintatahhan (KSAP) menyusun SAP deengnganan 

memenggacacu pada praktek-praktek terbaik internasional, diantaranynyaa dedengngan 

memengngadaptta isi IInternnatatioionnal Publblicic SSecectotor r AcAccountiingng SStatandndars (I(IPSPSAS).). 

BeB rdasararkakan PP No. 71 TaT hun 202010 Standar AAkukuntn ansi PPememerintahan 

adalah prinsip-prinsip akuntannsi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerinttaah. SAP diterapkan dalam lingkup 

pemerintahan yaitu pemerintah pusaat, pememerintah daerah, dan satuan organisasi di 

lingkungan pemeritahan pusat/daerah jika menurut perundang-undangan satuan
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2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 1. Paragraf 9 

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan , realisasi anggaran , arus kas, dan kinerja keuangan 

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari proses akuntansi 

keuangan pemerintah daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan , untuk digunakan oleh 

pihak – pihak eksternal yang berkepentingan. (Mahsun et al, 2011).   

2.1.3 Basis akuntansi akrual 

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP dalam 

Faradilllah (2013) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan 

pewristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada 

saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan.  

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dalam kerangka konseptual 

Paragraf 42 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

adalah basis akrual. Basis akrual digunakan untuk Laporan Operasional (LO) dan 

Neraca. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran disusun dan dilaksanakan 

menyatakan bahwa laporann kkeuangan memerurupap kan laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keeuuangan dan transaksi – transaksi yyanang dilakukan oleh suatu –

entitas pelapoporan. Tujuan umumm llapapororanan kkeue anangan adalah menenyay jikan informasi

mengenenai posisi keuauangngann , realisasi anggaran , ararusus kkas, dan kinerjrja keuangan 

suuaatu entitatass pepelalaporan n yayang bermanfaat bagi para pepenggunana ddalalamam membbuat dan 

menggevevalaluauasi kkepeputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Lapoporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari pproseess akakuntanssi 

kekeuauanganan pemerintah daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasasi AAngnggagaran, 

Laporaan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan , untuk digugunakan oleheh 

pip hak –– pihak eksternal yang berkepentingan. (Mahsun et al, 2011).   

2.2 1.3 Basis akuntansi akrual 

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh KSKSAPAP ddalalaam 

FaFararadilllahh (2(201013)3) aadadalalahh suatu babasisis s akakununttansi didimamanana ttrans kak isi ekoononomimi dan 

pewrisistitiwa lainnnnyaya diakui, dicatatat, dan didisajikan dalam lalapoporan kekeuauangan pada 

saat terjadinya transaksi tersebutt, tanpa meemerhatikan waktu kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan.  

Pernyataan Standar Akuntaansi PPemerintah dalam kerangka konseptual 

Paragraf 42 basis akuntansi yang digunu akan dalam laporan keuangan pemerintah
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berbasis kas. Bila anggaran disusun berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun 

berdasarkan basis akrual. Perbedaan mendasar dari basis akrual dengan basis kas 

ialah terletak pada konsep pengakuan belanja dan pendapatan pada suatu periode.  

Tabel 2.1 
Perbedaan Akuntansi Kas dan Akuntansi Akrual 

Akuntansi Berbasis Kas Akuntansi Berbasis 
Akrual

Pelaksanaan Relatif mudah dan 
sederhana

Relatif rumit

Hubungan dengan 
sistem anggaran 

tradisional

Relatif kuat Relatif lemah

Ruang lingkup Hanya mencatat transaksi 
penerimaan dan 
pengeluaran kas

Mencatat seluruh 
transasaksi, baik kas 

maupun non-kas
Waktu pencatatan Hanya mencatat transaksi 

yang terjadi dalam satu 
periode akuntansi

Mencatat estimasi dampak 
dari transaksi sekarang dan 

perubahan kebijakan
Audit dan kontrol Relatif sederhana Relatif lebih rumit

(Sumber : Paul Boothe ,n.d dalam Damayanti , 2012) 

 Menurut Mardiasmo (2009),  akuntansi berbasis akrual (full acrual 

accounting) digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned) dan 

biaya (expense) pada saat terjadi  (incurred), tanpa memandang apakah kas sudah 

diterima atau dikeluarkan. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada 

akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan 

relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah 

untuk menentukan cost of service dan charging of service , yaitu untuk 

mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan 

publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik . 

ialah terletak pada konsep penngagakkuan belanjaja ddana  pendapatan pada suatu periode.  

Tabel 2.1 
PePerbedaan Akununtansi Kas dan Akuntansii AkA rual 

Akuntatanssi BeBerbrbasasisi KKas Akuntansnsi i Berbasis 
AkA rual

PePellaksanaan Relatif mudah dan 
sesedede hrhananaa

Relatif f rurumit

HHubunganan ddenenggan
sistemm aangnggaran n 

trtradadisisiionaall

Relatif kuat ReRelalatit f lemahh

RuRuana g lingngkup Hanya mencatat transaksi 
penerimaan dan 
pengeluaran kas

Meenncatatt seluluruh
transasaaksi, bbaiaikk kas

maupunun nonn--kakas
WaW ktuu pencatatan Hanya mencatat transaksi 

yang terjadi dalam satu 
periode akuntansi

Mencatat estimimasii dadammpak 
dari transaksi ssekarranang g dan n

perubahan kkebijakan
Auddit dan kontrol Relatif sederhana Relatif lebiihh rumit

(S( umbber : Paul Boothe ,n.d dalam Damayanti , 2012) 

 Menurut MMarardidiasmo ((202009),  akununttansii bberbrbasasis akrual ((ffull acrruauall (((

aca counting) digunakan untuk menccata atat revenue ketika diperoleh (earnedd)) dadan ddd

bibiayaya ((exexpepense) pada saat terjadi  (incurred), tanpap  memandangg apapakakahh kakas s susuddah dd

diditeteririmam  atau dikekeluluararkkan. Akuuntntanansisi aakkrual diannggggapap lebih baik k dadarripada 

akuntansnsii kakass. TTeknik akuntansi i berbassisis akrual diyakinini ddapapatat mmenghasilkan 

laporan keuangan yang lebih daapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan 

relevan untuk pengambilan keputusaan ekonomi, sosial, dan politik.

Pengaplikasian accrual basis dalam aakunntansi sektor publik pada dasarnya adalah 

untuk menentukan cost of service dan charging of service yaitu untuk
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2.1.4 Perbedaan PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010 

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan ini, sebenarnya sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. 

Walaupun PP ini menginstruksikan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis 

akrual murni, namun masih diperkenankan penerapan basis kas menuju akrual 

sampai dengan tahun 2015. Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 tahun 2005, 

utamanya terkait dengan komponen laporan keuangan, sebagai berikut : 

Tabel 2.2 
Perbedaan Komponen Laporan Keuangan 

PP No 24 Tahun 2005
(Basis Kas menuju Akrual)

PP No 71 Tahun 2010
(Basis Akrual)

Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA)

Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan keuangan

Laporan Realisasi Anggaran(LRA)
Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih
Neraca
Laporan Arus kas
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

(Sumber : Hariyanto, 2012) 

Masing-masing laporan dapat dijelaskan sebagai berikut  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran 

terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.  

Pemerintahan ini, sebenarnyaya sebagai pennggggana ti PP Nomor 24 Tahun 2005. 

Walaupun PP ini memenginstruksikan penerapan akuntanansis  pemerintahan berbasis 

akrual murnini, namun masih diipeperkrkene anankakan n pepenerapan basis kakas menuju akrual

sampaiai dengan tahun n 20201515. Perbedaan antara PPPP 7171 ddengan PP 244 tahun 2005, 

uttaamanya ttererkakaitit dengagann kokomponen laporan keuangagan,n, sebaggaiai bbererikut : 

Tabel 2.2 
Perbedaan Komponen Laporan Keuangann

PPP No 24 Tahun 2005
(Basasis Kas menuju Akrual)

PP No 71 Tahunun 201100
(Basis Akruaal)l

LLapooran Realisasi Anggaran 
(L(LRA))

Neeraca
Laaporan Arus Kas
Caatatan atas Laporan keuangan

Laporan Realisasi Anggararan(L(LRARA))
Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih
NeracaN
Laporan Arus kas
Laporan Operasional
LaLaporan Peruubabahahan Ekuitas
CCatatan Atas Laporan Keuangan

(S(Sumber : Hariyanto, 2012) 

MaMasising-m-masasiningg lalapoporarann dadapapat t did jej laskan sebagagaiai bbererikikutut 

1.1. LaL poran ReRealalisisaasi AnAnggggara an ((LRLRA)A) 

LaL poorarann RRealisasi Anggaranan mennyyajikan ikhtisar summbeberr, alokasi, dan

pemakaian sumber dayaa keuangann yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah, yang menggaambarkanan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periodode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran
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2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LSAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dari 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) atau sumber 

dana yang digunakan untuk menutup sisa kurang anggaran tahun lalu 

(SILKA), sehingga tersaji sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran tahun 

berjalan. 

3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Unsur yang dicakup oleh 

neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

atau penurunan Saldoo AAnggaran LeLebibih h tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahunn ssebelumnya. Laporan ini menginforormam sikan penggunaan dari 

sisa lebebiih pembiayaan anngggararanan ttahahunu ssebelumnya (SILILPA) atau sumber 

dadana yang digugunanakakan untuk menutup sisisasa kkururang anggarann tahun lalu

(SILLKAKA),), ssehinggggaa ttersaji sisa lebih / kuranngg pep mbiaiayayaanan anggaraan n tahun 

beberjrjalalan. 

3.. NNeracca 

Neeraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapooran mmenengeg nai i

aaset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Unsur yang ddicakup oleheh 

nneraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur ddapaat 

ddijelaskan sebagagaiai bbererikikutut : 

a. Aset adalah sumber daya a ekekononomi yang dikuasai dan/atau dimilikkii ololeheh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dann ddarrii mamana 

ma fnfaatt ekekononoomi dan/n/atatauau ssososiaiall di mmasasa a dedepan didihharapkpkanan ddapat 

dipep rorolelehh, baik oleh pemmerintah mmaupun masyararakakat,, sertaa ddaapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyeediaan jassa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihhara a kakarena alasan sejarah dan budaya.

b Kewajiban adalah utang yana g timbul dari peristiwa masa lalu yang
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pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 

4. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 

periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan 

Operasional terdiri dari: 

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 

b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. 

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah 

pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karen kejadian 

atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan 

sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas 

bersangkutan. 

5. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo 

awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah 

4. Laporan Operasional (L(LO)O) 

Laporan Oppereraasional menyajikan ikhtisar sumbmbere  daya ekonomi yang 

menambmbah ekuitas dan ppenenggggununaaaannnnyaya yang dikelolala oleh pemerintah 

pupusat/daerah uunntukuk kegiatan penyelengggararaaaann ppemerintahan dalam satu 

periododee pepellaporaan.n. UUnsur yang dicakup secacarar  langsgsunung g dalam LaL poran 

OpOpereraasionanal terdiri dari: 

a. PePendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui seebagaai i pepenambahah 

nilai kekayaan bersih. 

bb. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagaai i penguranngg 

nilai kekayaan bersih. 

cc. Transfer aadadalalahh hahak k penerimaan aatatauu kekewaw jij ban pengeleluauaran uaangng 

dari/oleh suatu entitas pepelal poporan dari/kepada entitas pelaporan n lalainin,

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar BiBiaasa a adadalalah 

pe dndapatatanan lluauar biasa atatauau bbebebanan lluar bibiasasaa yayang tterjjadidi kkarenn kkejejaadian

atau ttrarannsaksi yang buukak n merurupakan operasii bibiasa a,,ti adakk ddiharapkan 

sering atau rutin terjaddi, dan beradda di luar kendali atau pengaruh entitas 

bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan iinformasi kas sehubungan dengan aktivitas



14 
 

 
 

selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas 

terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

UmumNegara/Daerah. 

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas  tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan 

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan - 

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan 

secara wajar.   

Dari uraian di atas, perbedaan yang paling mendasar dari komponen 

laporan keuangan antara PP no 4 tahun 2005 dengan PP no 71 tahun 2010 terletak 

pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) dan Laporan Operasional 

dijelaskan sebagai berikkutut::

a. Penerimaaanan kas adalah semua aliran kas yyanang masuk ke Bendahara 

UmmumNegara/Daerah.h  

b.b. Pengeluaraann kakas s adalah semua aliran n kakass yayang keluar daariri Bendahara 

UmUmumum Negarara/a/DDaerah.

6. LaLapoporran PePerubahan Ekuitas

LLaporran Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikann atauu ppene urunanan 

ekkuuitas  tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnynya. 

7. CCatatan Atas Laporan Keuangan 

CCatatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinciann darri

anangka yang terrteterara ddalalamam Laporan Reaalilisasasisi AAngnggagaran, Laporanan PPerubahhanan 

SAL, Laporan Operasional, LaLapop ran Perubahan Ekuitas, Neraca,a, ddanan 

LaL pop ran Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan jugaga mmenencacakuk p 

infof rmasii ttentntanangg kkebijakakan n akakununtatansi yangng ddipipergunakkan oleheh eenntitas 

pepelapop ran n dadan informasi lal in yanng diharuskan ddanan dianjnjururkkan untuk 

diungkapkan di dalam Staandar Akunntansi Pemerintahan serta ungkapan - 

ungkapan yang diperlukan uuntuk mennghasilkan penyajian laporan keuangan 

secara wajar.   

Dari uraian di atas perbedaana yang paling mendasar dari komponen
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(LO). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebenarnya bukan hal yang baru, 

sebab laporan ini, dulunya (ketika akuntansi pemerintahan masih menggunakan 

basis kas) merupakan bagian dari laporan surplus / defisit.

2.1.5 Implementasi SAP berbasis akrual  

Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan 

mereka, terutama perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. New Zealand 

merupakan contoh negara yang sukses menerapkan sistem accrual basis sejak 

tahun 1991. Sistem yang diterapkan di negara ini telah mampu memberikan 

kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensif 

dibandingkan dengan sistem cash basis dalam hal kuantitas dan kualitasnya. 

Tujuan pengenalan accrual basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang 

lebih besar pada organisasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas. Sementara itu, beberapa negara Uni Eropa lainnya masih 

mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cash basis 

(Mardiasmo,2009). Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi ke 

arah accrual basis ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang 

terjadi di Italia menunjukkan bahwa pengenalan terhadap accrual basis

memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisisensi 

dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut.  

Perubahan dari cash basis menjadi accrual basis memang tidak dapat 

dilakukan secara terburu-buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks 

terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya 

basis kas) merupakan bagian dadariri laporan sururplplusu  / defisit.

2.1.5 Implpleementasi SAP berrbabasis ss akkrurualal 

BBeberapa neggaara a teelah mereformasi akkunntaansnsi i sesektor publik didi lingkungan 

memereka, teerurutatamama perubbahahan dari cash basis menjajadidi accruaal l babasisis. New ZeZ aland

merupapakakan n contntooh negara yang sukses menerapkan sistem m accruaual l babasis sseje ak 

taahuhun 191 911. Sistem yang diterapkan di negara ini telah mammpu mmememberikaan n

kokontntribuussi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih kompmprerehehensiff 

dibanddiingkan dengan sistem cash basis dalam hal kuantitas dan kualiitasnyaya. 

Tujuann pengenalan accrual basis ini adalah untuk memfasilitasi transpparansii yangg 

lebihh beb sar pada oorgrgananisisasasii pemerintah ddanan mmeneningkatkan effisisiiensi dadann 

efe ektivitas. Sementara itu, bebeberrapapa negara Uni Eropa lainnya mamasisihh 

memenggenendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cacashsh bbaasis 

(M(Marardiasmo 2,200009)9). NaNammun, bebebererapapa a kakasusus menuunjnjukukkakan bbahhwa refoformrmaasi ke 

arah aaccccrual basasisis tternyata tidak ses luruhnnyya menjamin kekebeberhrhasilann.. KKasus yang 

terjadi di Italia menunjukkann bahwa ppengenalan terhadap accrual basis

memberikan kontribusi yang kurrang signiifikan terhadap transparansi, efisisensi 

dan efektivitas organisasi publik di nnegarra tersebut.  

Perubahan dari cash basis mmenjadi accrual basis memang tidak dapat
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adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut (Yamamoto dalam 

Mardiasmo,2009). IFAC dalam Nazier (2009) menyatakan perubahan 

fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari cash basis menjadi accrual basis

perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik. IFAC mensyaratkan agar proses 

transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi 

adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, 

komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, SDM yang memadai, kemampuan 

teknologi dan sistem informasi yang memadai , dan wewenang dalam melakukan 

perubahan yang didukung oleh legislatif 

Kemudian menurut KSAP (2010) setelah syarat –syarat implementasi 

dipenuhi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah –

langkah penerapan basis akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, strategi 

penerapan basis akrual dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud 

meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan 

tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut : meningkatkan skill 

pelaksana, membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua pihak. 

2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala 

daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur. 

3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi

berbasis akrual secara penuh. 

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka serta 

adanya langkah – langkah strategis untuk mengimplementasikan basis akuntansi 

fundamental sistem pelaporann ddaan akuntan isi ddarari cash basis menjadi accrual basis

perlu dikelola dan ddiipersiapkan dengan baik. IFAC mem nsyaratkan agar proses 

transfer terseebbut berjalan dengaan lalancn arar ppererluu ppersiapan memmadadai yang meliputi 

adanyaya mandat dari pperraaturu an perundang-unddanngagann yayanng jelas, komimitmtmen politik,

koommitmen ddarari i pep merintntahah pusat dan daerah, SDMDM yyang mememamadad i, kemmama puan 

teknolologogii dadan siiststem informasi yang memadai , dan wewenanang dd lalamam mmelakuukan 

peerurubbahhan yyang didukung oleh legislatif 

KKemudian menurut KSAP (2010) setelah syarat –syarat impplelemementn asi i

dipenuuhhi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakann langkah ––

langkaah penerapan basis akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, strrateggi 

penerarappan basis akruualal ddapapatat ddililakukan sebagagaiai bbererikikutut :: 

1. Sosialisasi dan pelatihan yaangng bberjenjang. Berjenjang yang dimakaksusudd 

memeliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknknisis, , dedengngan 

tujuan sosiialilisasasisi ddan pelelatatihihanan ssebebagai bbererikikutut : meniingkattkakan n skill 

pepelalaksana,, mmeembangun awarrene ess, daann mengajak kettererlilibab tan seemumua pihak. 

2. Menyiapkan dokumen legaal yang beerrsifat lokal seperti peraturan kepala

daerah tentang kebijakan akuuntn ansi dann sistem prosedur. 

3. Melakukan uji coba sebagaii tahhaapan sebelum melaksanakan akuntansi

berbasis akrual secara penuh
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yang baru ini, diharapkan pemerintah kita siap mempraktikan akuntansi berbasis 

akrual penuh secara benar dan profesional. 

.

2.1.6 Kesiapan Pemda dalam Implementasi PP No.71 Tahun 2010 

Armenakis et al. dalam Herlina (2013) mendefinisikan kesiapan 

(readiness) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau 

dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah 

yang dikemukakan oleh Holt et al. dalam Herlina (2013) adalah Sikap 

komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh : apa 

yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), 

konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu 

(contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan 

secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan 

individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, 

menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk 

mengubah status quo. Teori kesiapan yang dikemukakan oleh Holt et al., dalam 

Herlina (2013) yang dikaitkan ke dalam penelitian dapat dilihat dari : 

1. Isi (apa yang berubah) 

Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan dari sistem 

akuntansi berbasis kas  menuju akrual (PP No.24 Tahun 2005) menjadi sistem 

berbasis akrual penuh.  

.

2.1.6 Kesiapan PPememda dalam Implementasi PP No.7171 Tahun 2010 

Armeennakis et al. dalalamm HHererlilinana ((2013) mendefefininisikan kesiapan

(readineness) sebagai pepenanannda kognitif terhadadapp peperirilalaku dari penonolakan atau 

duukkungan ttererhahadadap uppayayaa perubahan. Sedangkan ddefefini isi keesisiapapanan untuk bberubah 

yangg ddikikememukakakan oleh Holt et al. dalam Herlina (2(2013)3) aadadalalah SiSikap

koompm rehensnsif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh iisis  (cocontntooh : apapa 

yayangng seddang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimpllemenentatasisikak n),

kontekks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), ddan individduu 

(c( ontooh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibi atkann dann 

secarara kolektif merereflflekeksisikakan n keluasan tererhahadadapp inindividu atau sesekkumpululanan 

ini dividu sebagai kenaikan secara kkogogniititiff dan secara emosional untuk menererimimaa, 

memenyyetetujujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermakakssud d ununttuk 

memengngubahh sttattus ququo.o. TTeeori kesiaiapapan n yayangng ddikemukukakakanan ollehh HHollt et alal., ddalam 

Herlininaa (2( 013)) yyanang dikaitkan ke ddalam penenelitian dapat didililihahat dari :: 

1. Isi (apa yang berubah) 

Perubahan yang dimaksud daalam peneelitian ini adalah perubahan dari sistem 

akuntansi berbasis kas  menuju aakruaual (PP No.24 Tahun 2005) menjadi sistem 

berbasis akrual penuh
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2. Proses (bagaimana perubahan diimplementasikan) 

Mazmanian dan Sabtier dalam Herlina (2013) mendefinisikan implementasi 

sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan 

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk menstruktur / mengatur proses implementasinya. Proses 

ini akan berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya 

diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output 

kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksanaan, 

kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-

kelompok sasaran, dampak nyata (baik yanh dikehendaki atau yang tidak) 

dari output tersebut, dampak keputusan sebagai yang dipersepsikan oleh 

badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan penting 

atau upaya untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang/peraturan 

yang bersangkutan. 

3. Individu  

Penilaiannya dilihat dari karakteristik mereka yang diminta untuk berubah. 

Maka kajian mengenai perilaku partisipan penelitian diantaranya yaitu: 

a. Komitmen pimpinan 

Robbins dalam Herlina (2013) mengemukakan sikap atau perilaku anggota 

organisasi pada umumnya dipengaruhi pula oleh perilaku pimpinannya. 

sebagai pelaksanaan keepupututusan kebiijajakakan n dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang,g, namun dapat pula dalam benttukuk perintah-perintah atau 

keputusaann-keputusan eksekukutiif f yay ngng ppenentingn  atau keputusaan n badan peradilan. 

Laazzimnya, kepuututussan n tersebut mengided ntntiffikikasasikikan masalahh yang akan 

diatasi,i, mmenenyebutkkanan secara tegas tujuan/sassararana  yanngg iningig n dicapapai, dan 

beberbrbagagai carara untuk menstruktur / mengatur proses immplplemenntatasisinynya. Proroses

iinii akanan berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tetertentutu,, bbiasanyaya 

diawwali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemmudiaan n ououtput 

keebbijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan ppelaksk anaaann, 

keesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelommpokk-

kekelol mpok sasaranan, dadampmpakak nyata (baikk yyananhh didikekehendaki atau yyaang tidadak)k) 

dari output tersebut, dampakk kkeppututusan sebagai yang dipersepsikan n ololeheh 

babadad n-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaiikakan pepentntiing

atau upaya untntukuk mmelakukkanan ppererbabaikikaan terhahadadap p unu ddang-u dndang/g/peperaratturan 

yayangng bersaangngkukutan. 

3. Individu  

Penilaiannya dilihat dari karrakteristik k mereka yang diminta untuk berubah. 

Maka kajian mengenai perilaku u pap rttisisipan penelitian diantaranya yaitu: 

a Komitmen pimpinan
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Dimensi komitmen pimpinan yang dikemukakan oleh Allen dan Mayer 

dalam Herlina (2013) yaitu: 

1) Komitmen Efektif : tingkat seberapa jauh seorang pimpinan secra 

emosi terikat, mengenal, dan terlibat dalam organisasi 

2) Komitmen Berkelanjutan: suatu penilian terhadap biaya yang terkait 

dengan meninggalkan organisasi 

3) Komitmen Normatif : merujuk kepada tingkat seberapa jauh 

seseorang secara psychology terkait untuk menjadi bagian dari 

organisasi yang didasarkan pada perasaan seperti kesetiaan, afeksi, 

kepemilikan, kebanggan , dan lain-lain. 

b. Resistensi terhadap perubahan 

Resistensi terhadap perubahan adalah kecenderungan bagi pekerja untuk 

tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik oleh 

ketakutan individual atas sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan 

organisasional (Yudo dalam Herlina, 2013). Robbins dalam Herlina (2013) 

menyebutkan ada lima faktor yang menjadikan resistensi individual dan 

enam resistensi organisasional yang dirinci sebagai berikut: 

1) Habits (kebiasaan) 

Bila dihadapkan pada perubahan, maka kecenderungan merespons 

cara-cara yang sudah biasa akan menjadi sumber resistensi. 

2) Security (keamanan) 

Suatu perubahan akan mempengaruhi perasaan keamanan. Terutama 

bagi orang-orang yang sangat memerlukan jaminan keamanan. 

1) Komitmen Efektktifif : tingkat sebebererapa jauh seorang pimpinan secra

emosi teterikat, mengenal, dan terlibat dalam m oro ganisasi 

2) KKomitmen Berkelaanjututana :: susuatatu u pepenilian terhadapp bib aya yang terkait 

dengan mmenenininggalkan organisasii 

3) KoKomim tmenn NNormatif : merujuk kekepapada tiningkgkatat seberappa jauh 

seseseorang secara psychology terkait untuk mmenjajadidi bbagagian dad ri 

organisasi yang didasarkan pada perasaan seperti kkesettiaiaanan, afeksisi,

kepemilikan, kebanggan , dan lain-lain.

b. Resistensi terhadap perubahan

Resistensi terhadap perubahan adalah kecenderungan bagi peekerja uuntukk 

tidak ingin beberjrjalalanan sseie ring dengaan n peperurubabahahan organisasii,, bbaik oolelehh 

ketakutan individual atas sesesuuatatu yang tidak diketahui atau kesusullitatan 

organisasional (Yudo dalam Herlina, 2013). Robbins dalam Hererlilinaa ((2020113) 

meny beb tutkakan n adadaa llima ffakaktotor r yayangng menjadidikakann re isi tsten isi iindivvididuauall dan 

ene am resesisistetensi organisasiioonal yang g dirinci sebagaii beberir kut:

1) Habits (kebiasaan)

Bila dihadapkan paadad  perubaahan, maka kecenderungan merespons 

cara-cara yang sudah bbiai sa aakan menjadi sumber resistensi. 

2) Security (keamanan)
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Orang yang kinerjanya rendah dan tidak kompetitif cenderung 

menolak perubahan. Mereka khawatir perubahan dapat menimbulkan 

ketidakpastian dan berdampak negatif terhadap kelangsungan masa 

depannya. 

3) Fear of The Unknown (ketakutan atas ketidaktahuan) 

Perubahan dapat mengakibatkan perpindahan dari unit kerja yang 

satu ke unit kerja yang lain, dari suatu sistem yang sudah dikenal ke 

sistem baru yang belum dikenal. Hal tersebut menyebabkan 

ketidakpastian karena menukar dari yang sudah diketahui ke sesuatu 

yang belum dikenal sehingga mengakibatkan kekhawatiran dan 

ketidaksamaan. 

4) Selective Information Processing (Proses Informasi Selektif) 

Individu membentuk dunianya melalui persepsinya. Sekali dibangun 

kemapanan, maka akan menentang perubahan. Mereka mendengar 

apa yang ingin mereka dengar. Mereka mengabaikan informasi yang 

menentang dunia yang telah mereka bangun. 

2.1.7 Sumber Daya Manusia 

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh 

perusahaan/organisasi. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk 

mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) 

ada tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu: 

ketidakpastian ddanan bberdampakk nnegegatif terhadap kelangsungan masa

depannnyya. 

3) FFear of The Unknowownn (k(kettakakututana aatas ketidaktahuaan)n

Perubahahan n dadapat mengakibatkan peperprpinindadahan dari uninit t kerja yang 

sasatutu ke unnitit kkerja yang lain, dari suatutu ssistem yayangng ssudah dikikenal ke 

siststeem baru yang belum dikenal. Hal teersr ebut mmenenyey babbkan 

ketidakpastian karena menukar dari yang sudah dikeketahuui i keke sesuatutu 

yang belum dikenal sehingga mengakibatkan kekhhawatatiriranan dan 

ketidaksamaan. 

4) Selective Information Processing (Proses Informasi Selekktif)

Individuu mmemembebentntuku  dunianya memelalaluluii pepersr epsinya. Sekkalalii dibanggunun 

kemapanan, maka akkanan mmeenentang perubahan. Mereka mendedengngaar 

apa yang ingin mereka dengar. Mereka mengabaikan infforormamasisi yyaang

menentntanangg dudunia yaangng ttelelahah mmereka babangngunun.

2.1.7 Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh 

perusahaan/organisasi. Banyak definnisi yang dapat digunakan untuk 

mendefinisikan sumber daya manusiaa Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010)
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1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan). 

2. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi 

sebagai modal (non material/non finansial) didalam organisasi bisnis, yang 

dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam 

mewujudkan eksistensi organisasi. 

3. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan 

dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam 

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan 

laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang 

ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri,2010).

Menurut Tjiptoherijanto dalam Indriasari (2008), untuk menilai kapasitas 

dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi , termasuk 

akuntansi , dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi  sumber daya 

tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan 

merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi 

jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, 

pelatihan – pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan 

dalam pelaksanaan tugas.  

2. Sumber daya manusia a adadalah potensisi yyana g merupakan aset dan berfungsi 

sebagai modadall (non material/non finansial) didalalamam organisasi bisnis, yang 

dapaat t mmewujudkan mennjajadidi ppototenensisi nnyayatat  secara fisik dadan non fisik dalam 

mmewujudkan eekssisi tetensi organisasi. 

33. Sumbmberer ddaya mamanusia adalah potensi mmananusiawiwi ssebebaga ai penenggerak 

ororgaganisaasisi dalam mewujudkan eksistensinya. 

Sumbmber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utu amma a ses kaliguus 

pepengnggeraak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misis  serertata ttujujuan 

dari orrganisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daaerah dalamam 

memaahhami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak padaa kekelliiruann

laporarann keuangan yyanangg didibubuatat dan ketidakseesusuaiaianan llapaporo an dengan ststaandar yaangng 

did tetapkan pemerintah (Warisno dalalam m PuPutri,2010).

Menurut Tjiptoherijanto dalam Indriasari (2008), untuk menililaiai kkapapasasititas 

dadan n kuallititas sumbeber r dadayya manussiaia ddalalamam mmelaksananakakan n su tatu ffungsi ,, tteermmasuk 

akuntatansnsi , dapapatt didilihat dari leveel l of respoponsibility dan kkomompepetensi ssuumber daya 

tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalaam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan 

merupakan dasar untuk melaksannaka an tugaas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi 

jabatan yang jelas, sumber daya tet rsebebut tidak dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik Sedangkan kompetensi dad pat dilihat dari latar belakang pendidikan
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2.1.8 Komitmen Organisasi 

Luthans dalam Aldiani (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan 

untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan 

penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Menurut Robbins (2006) komitmen 

organisasi adalah keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi 

tertentu dan sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi itu. Pada pemerintah daerah , aparat yang memiliki komitmen 

organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat 

anggaran menjadi relatif lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran akan 

mempermudah aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran untuk 

mencapau target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari 

aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggung 

jawab terhadap penyusunan anggaran tersebut. 

2.1.9 Teknologi Informasi 

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi 

apapun  yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan 

mengkomunikasikan informasi (William dan Sawyer dalam Haryanto,2012). 

Teknologi informasi meliputi komputer, pernagkat lunak (software),database,

jaringan (internet, intranet),electronic commerce,dan jenis lainnya yang 

berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., dalam Indriasari,2008). 

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) 

sebagai keinginan kuat untukk ttetetap sebagaii aangnggog ta organisasi tertentu, keinginan 

untuk berusaha kkereras sesuai keinginan organisasi, kek yakinan tertentu dan 

penerimaan nnilai dan tujuan oorgaganin sasasisi.. MeMenun rut Robbins (2(2006) komitmen

organisasasi adalah kekeadadaaaann dimana pegawai mmenengagaititkak n dirinya keke organisasi 

teertrtentu danan ssasasaarannyyaa serta berharap mempertahahanankan kekeannggggoto aannyaya dalam 

organinisasasisi itu. PPada pemerintah daerah , aparat yang memillikikii kok mitmtmen 

orrgaga inisasi ttinggi akan menggunakan informasi yang dimilikii untukuk mmembuata  

ananggggarann menjadi relatif lebih tepat. Kejelasan sasaran annggarranan aakan 

mempeermudah aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun angggaran untukuk 

mencaapau target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggigi darri 

aparatat PPemerintah DaDaererahah aakakan n berimplikasii ppadadaa kokomim tmen untuk bbeertangguungng 

jaj wab terhadap penyusunan anggaranan tererssebut. 

2.2.1.1.99 Tekkn lologii InInfoformrmasi 

TeT knologogii iinformasi adalalaha  istilahah umum yang mmene jej laskkanan teknologi 

apapun  yang membantu manussia dalam mmembuat, mengubah, menyimpan, dan 

mengkomunikasikan informasi (W( illiam dan Sawyer dalam Haryanto,2012).

Teknologi informasi meliputi kommputeerr, pernagkat lunak (software),database,

jaringan (internet intranet) electronnic commerce dan jenis lainnya yang



23 
 

 
 

untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi 

komunikasi untuk penyebaran informasi. 

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP , Sistem Akuntansi 

Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 

mulai dari pengumpulan data ,pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi 

keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi 

informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan 

dengan lancar. Menurut Aldiani (2010) perangkat pendukung yang memberikan 

sarana kepada penyusun laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibedakan 

menjadi dua kategori yaitu: 

1. Perangkat keras 

Perangkat keras (hardware) adalah perangkat yang berwujud fisik dan 

kasat mata. Terdiri dari Central Processing Unit (CPU), peralatan input, 

peralatan output , dan kombinasi input,output. Menurut Mulyono dalam 

Aldiani (2010) perangkat keras adalah peralatan komputer yang dapat 

dilihat oleh mata atau diraba.  

2. Perangkat lunak 

 Perangkat lunak (software) meliputi perintah-perintah yang berisi program 

serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang 

menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya (Mulyono dalam 

Aldiani, 2010). Perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi:  

a. Program komputer digunakan untuk memerintah komputer 

melaksanakan langkah –langkah yang tertulis diprogram,  

Berdasarkan PP No.7171 TTahun 2010100 tet ntang SAP , Sistem Akuntansi 

Pemerintah adalah seserangkaian prosedur manual mauppunu  yang terkomputerisasi 

mulai dari ppeengumpulan data ,,penencacataatatan,n, penengikhtisaran daan n pelaporan posisi 

keuangngaan dan operaasis kkeueuangan pemerintahh. UnUntutuk k iitu, dibutuhkakan teknologi

innfoformasi ununtutuk k membbananttu sistem akuntansi pememerir ntahanan aagagarr dapat beb rjalan 

dengganan llanancar. MMenurut Aldiani (2010) perangkat pendukkunung yangng mmememberirikan 

saararana keppaada penyusun laporan keuangan pemerintah daerah h dad paat t didibedakaan n

memenjnjadi ddua kategori yaitu:

1. Perangkat keras 

Perangkat keras (hardware) adalah perangkat yang berwujuud fisikk dann 

kasat mata. TeTerdrdiririi dadariri Central Procecessssiningg UnUniti  (CPU), peraralalatan inpuput,t, 

peralatan output , dan kommbibinaasisi input,output. Menurut Mulyono ddaalamam 

Aldiani (2010) perangkat keras adalah peralatan komputer yyanang g dadappat

diililihhatt lol heh mmatataa atatau diri ababa.a. 

2. PeP ranggkakatt lulunak

 Perangkat lunak (softwarre) meliputi perintah-perintah yang berisi program 

serta data yang melenngkapi ddan juga mempunyai tugas yang 

menghubungkan manusia dedenganan perangkat kerasnya (Mulyono dalam 

Aldiani 2010) Perangkat lunakk dapat dikelompokkan menjadi:
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b. Dokumentasi adalah catatan-catatan yang digunakan untuk 

menjelaskan lagkah atau prosedur program tersebut, dan semua catatan 

yang berkaitan dengan proses data tersebut.  

 Teknologi informasi memegang peranan cukup penting dalan suatu 

organisasi. Teknologi informasi ini diharapkan sebagai suatu sistem informasi 

yang dapat mendukung tercapainya keefektifan dan keefisienan organisasi. 

2.1.10 Komunikasi 

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) ada beberapa variabel yang  

mempengaruhi proses implementasi, salah satunya adalah komunikasi. 

Komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui 

apa yang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi , 

kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.  

Komunikasi berasal dari bahasa Latin “Communis” yang berarti sama (common) , 

maksudnya penyampaian gagasan / idea dengan menetapkan terlebih dahulu titik 

temu yang sama. Flippo dalam Gibson (2000) membuat definisi komunikasi 

sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu 

idea dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Komunikasi 

mempunyai lingkup yang luas dan komprehensif. Komunikasi dipandang sebagai 

suatu proses yang dinamis.   

Menurut Robbins (2006), komunikasi di dalam organisasi sering 

digambarkan sebagai komunikasi formal. Komunikasi formal mengacu pada 

komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi (struktur organisasi). Arah 

yang berkaitan denngagan proses dattaa tetersebut.  

 Teknologi iinfnformasi memegang peranan cukukup p penting dalan suatu 

organisasi. TeTeknologi informassi i inini i didihahararapkpkanan sebagai suatutu sistem informasi 

yang ddaapat mendukuungng tterrcac painya keefektifan ddanan kkeeeeffisienan organnisi asi. 

2.1.100 KoKommuniikkasi 

Mennurut Edwar dalam Herlina (2013) ada beberapaa vaaririababel yanng g  

memempm enngaruhi proses implementasi, salah satunya adalah komomununikikasi. 

Komunnikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahhuiu  

apa yaang mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informmasi , 

kejelalasasan informasi dadann kokonsnsisistetensi informasi i yayangng ddisisamampap ikan.  

KoK munikasi berasal dari bahasa Latatinin “CoCommunis” yang berarti sama (commomon)n) , 

mamaksksududnya penyampaian gagasan / idea dengan menetapkan terlebih h dadahuululu tititik 

tetemumu yang sama. FlFlipippopo dalamm GGibibsoson n (2(2000) mmemembubu tat dd fefiiniisi koomumunnikasi 

sebagagaii suatu titindndakan mendoroonng pihakk lain untuk meengngininterppreetatasisikan suatu

idea dalam suatu cara yang diingginkan olehh pembicara atau penulis. Komunikasi

mempunyai lingkup yang luas daan n kompreehhensif. Komunikasi dipandang sebagai 

suatu proses yang dinamis.   

Menurut Robbins (2006) kok munikasi di dalam organisasi sering
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komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi ke bawah (komunikiasi yang 

mengalir ke bawah dari manajer ke para karyawan), komunikasi ke atas 

(komunikasi yang mengalir ke atas dari karyawan ke manajer), komunikasi lateral 

(komunikasi yang terjadi diantara sesama karyawan ke maajer),komunikasi 

diagonal (komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi).  

2.2 Penelitian terdahulu 

Penelitian Aldiani (2010) menganalisis faktor – faktor pendukung 

keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten 

Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hasil menunjukkan Sumber Daya Manusia 

(SDM), komitmen, dan perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan 

penerapan PP No. 24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu 

sebesar 36,5 % dan sisanya sebesar 63,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian. Secara parsial variabel komitmen mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 

Tahun 2005 , sedangkan SDM dan perangkat pendukung mempunyai pengaruh 

yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 

Tahun 2005 di pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2012) meneliti Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 

Tahun 2010 (studi empiris pada KPPN Malang). Hasil mengungkapkan bahwa 

kualitas sumber daya manusia berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap 

kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel komunikasi juga ternyata 

(komunikasi yang mengalir keke aatatas dari karyayawaw n ke manajer), komunikasi lateral 

(komunikasi yangg tterjadi diantara sesama karyawann ke maajer),komunikasi

diagonal (koommunikasi yang memom totongng bbididanang kekerja dan tingkatatan n organisasi).  

2..22 Penenelilititianan terdadahuhulu 

PePenen litianan Aldiani (2010) menganalisis faktor –– fakktoor r pependukkunu g –

keebebe hrhasilanan penerapan PP No.24 Tahun 2005 pada pemerintntaha ann KKaabupatenen 

LaLabubuhann Batu, Sumatera Utara. Hasil menunjukkan Sumber DDaya MaMannusia

(SDM)), komitmen, dan perangkat pendukung mampu menjelaskan kkeberhhasilalann 

pep neraapan PP No. 24 Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Laabuhan BBatuu 

sebesasarr 36,5 % dan ssisisananyaya ssebebesar 63,5% dijijelelasaskakann ololeh faktor-fakttoror lain yaangng 

tit dak dimasukkan dalam penelitian. SSeccaara parsial variabel komitmen memppununyayai 

pepengngararuhu  yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerappanan PPP P NoNo.24

TaTahuhun 2000505 , s dedanangkgkanan SSDMM ddanan ppereranangkgkat penndudukukungn  mempunyai ppenenggaruh 

yang pposo itif tetetapapii tidak signifikkana  terhaaddap keberhasillanan ppenerapapanan PPP No.24

Tahun 2005 di pemerintahan Kabbupaten Labbuhan Batu.  

Penelitian yang dilakukan n oleh Arddiansyah (2012) meneliti Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi kesiapan pemmerinnttah daerah dalam penerapan PP No.71

Tahun 2010 (studi empiris pada KPPPN Malang) Hasil mengungkapkan bahwa
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berpengaruh dan signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. 

Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 

kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.  

Penelitian yang dilakukan oleh Faradillah (2013) menganalisis kesiapan 

pemerintah daerah dalam menerapkan SAP pada PP No.71 Tahun 2010 . Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam 

implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan 

refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan 

pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk 

pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas 

laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan 

pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, 

dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Penelitian Herlina (2013) ingin mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah dalam implementasi PP No.71 

Tahun 2010 pada pemerintah kabupaten Nias Selatan. Tiga faktor yang 

mempengaruhi kesiapan pemda Kabupaten Nias Selatan adalah informasi, 

perilaku, keterampilan. Ketiga faktor tersebut merupakan ekstraksi dari 5 variabel 

yang diteliti yaitu komunikasi, kompetensi sdm, struktur birokrasi, komitmen 

pimpinan, dan resistensi terhadap perubahan. Hasil menunjukkan bahwa faktor 

informasi memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi 

kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. 

kesiapan penerapan SAP berbabasisis akrual.  

Penelitian yyanang dilakukan oleh Faradillah (201013)3) menganalisis kesiapan 

pemerintah ddaaerah dalam meneerarapkpkanan SSAPAP ppada a PP No.71 TTaha un 2010 . Hasil 

penelititian menunjukkkkanan bahwa kesiapan pememeririntntahah Kota Makakassar dalam 

immpplementatasisi statandar aakukuntansi pemerintahan (SAPAP)) berbasasisis aakrk ual meerur pakan 

reflekksisi ddarari suuatatu formalitas. Hal tersebut didukung denggan a adanynyaa pep ratuturan 

peemem irintahh yang mewajibkan untuk semua pemerintah ddaerahh ttermasuuk k

pepemem rinttah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kommplplekeksitas

laporann keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengeloola keuangagann 

pep merrintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedannggkann,

dari ssisisi budaya orgrgananisisasasii, ppememerintah Kotata MMakakasassasar r diwajibkan mmenerapkakann 

sts andar akuntansi pemerintahan berbabasiiss aakrual.

Penelitian Herlina (2013) ingin mengetahui faktor-fafaktktorr yyaang

memempmpengaruhihi kkessiaiapapann pemeririntntahahanan ddaaerah dadalalam m imim lplementasi PPP P NNo.71

Tahun n 2010 ppadada pemerintah kabupatteen Nias Selatatan.n. T giga fafakktor yang 

mempengaruhi kesiapan pemdda Kabupatten Nias Selatan adalah informasi, 

perilaku, keterampilan. Ketiga fakktor tersebbut merupakan ekstraksi dari 5 variabel 

yang diteliti yaitu komunikasi, koompm etetensi sdm, struktur birokrasi, komitmen 

pimpinan dan resistensi terhadap perur bahan Hasil menunjukkan bahwa faktor



27 
 

 
 

Faktor informasi ini meliputi sosialisasi tentang sistem akuntansi basis akrual. 

Responden mengetahui sistem akuntansi basis akrual dari peneliti. Mereka 

mengharapkan adanya pelatihan SDM dan mengadakan perangkat lunak (IT based 

system). Sehingga kompetensi SDM, strukur birokrasi, dan komunikasi 

berpengaruh positif terhadap faktor kesiapan pemerintah dalam implementasi. 

Faktor selanjutnya adalah perilaku. Perilaku memiliki loading factor tinggi, 

artinya perilaku memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi 

kesiapan pemda dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual. Hal ini berarti 

resistensi terhadap perubahan dalam penerapan sistem akuntansi basis akrual 

berpengaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan dari keengganan pegawai bagian 

keuangan untuk menyesuaikan diri dan kompetensinya dengan tuntutan perubahan 

sistem tersebut. Faktor terakhir adalah faktor keterampilan. Faktor keterampilan 

juga memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan 

pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrual.  

Penelitian Indah (2008) menganalisis pengaruh sumber daya manusia dan 

teknologi informasinya terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap keberhasilan penerapan PP No .24 Tahun 2005.  Teknologi informasi 

juga berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005.  

Kusuma (2013) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja di wilayah kerja Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I. Penelitian ini mendapat 

hasil bahwa tingkat penerapan akuntansi akrual dipengaruhi secara signifikan oleh 

mengharapkan adanya pelatihahann SSDM dan memengngadakan perangkat lunak (IT based 

system). Sehingga a kkompetensi SDM, strukur biirorokrk asi, dan komunikasi 

berpengaruh h positif terhadap ffakaktot r r kekesisiapapann pemerintah daalalam implementasi. 

Faktorr selanjutnya aadadalalahh perilaku. Perilakuk mmememililiiki loading fafactor tinggi, 

arrtitinya peririlalakuku mmemillikikii korelasi yang kuat sebaggaiai faktoorr yayangng mempeengn aruhi

kesiapapanan ppeemdaa ddalam implementasi sistem akuntansi basiss aakrual.. HHalal iinin  bererarti 

reesisisttensi tteerhadap perubahan dalam penerapan sistem akuntanansi bbasasisis akruaal 

beberprpengaaruh signifikan. Hal ini ditunjukkan dari keengganan peegag wawaii babagian 

keuanggan untuk menyesuaikan diri dan kompetensinya dengan tuntutaan perubahhanan 

sistemm tersebut. Faktor terakhir adalah faktor keterampilan. Faktor kketerampmpilann 

juga mmemiliki korelalasisi yyanangg kuk at sebagai ffakaktotorr yayangng mempengaruhuhii kesiappanan 

pep merintah daerah dalam implemenntatasi ssisistem akuntansi basis akrual.  

Penelitian Indah (2008) menganalisis pengaruh sumber daya mamanuusisia a ddan

teteknknolo ogii iinfformasininyaya tterhadapp kekebeberhrhasasililan penererapapanan PPPP NNo 2.244 Tahuhunn 22005.

Hasiill pepenelitianan mmenunjukkan bahahwa kualilitas sumber dayyaa mam nusia a beberpengaruh 

terhadap keberhasilan penerapann PP No .224 Tahun 2005.  Teknologi informasi 

juga berpengaruh terhadap keberhhasilan pennerapan PP No.24 Tahun 2005.  

Kusuma (2013) yang menngag naallisis faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat penerapan akuntansi akrual ppada satuan kerja di wilayah kerja Kantor
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pelatihan staf keuangan. Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

tingkat pendidikan staf , kualitas teknologi informasi, dukungan konsultan , 

pengalaman, latar belakang pendidikan pimpinan, dan ukuran sattuan kerja 

terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.  

Penelitian Romilia (2011) menyatakan perangkat pendukung memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 

2005. Kabupaten Bangkalan memiliki perangkat pendukung yang sudah berjalan 

dengan baik.  Komunikasi memiliki pengaruh negatif tetapi signifikan terhadap 

keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005 di Kabupaten Bangkalan. Anggota 

SKPD merasa lebih nyaman mengerjakan tugasnya sendiri daripada 

mengkomunikasikannya dengan orang lain. Regulasi tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pengaruh keberhasilan penerapan PP No. 24 Tahun 

2005. Pegawai SKPD di Kabupaten Bangkalan tidak merasa terbebani dengan 

regulasi, karena mereka mau mempelajari dan memahami setiap peraturan batu 

yang keluar. Komitmen juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Komitmen pegawai dalam 

penelitian ini belum cukup kuat untuk menerapkan PP No.24 Tahun 2005. Dalam 

penelitian ini, SDM juga tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP 

No.24 Tahun 2005. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pegawai SKPD yang 

memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan tidak memiliki pengetahuan 

tentang akuntansi. 

pengalaman, latar belakangg ppeendidikan pipimpmpinan, dan ukuran sattuan kerja 

terhadap tingkat penneerapan akuntansi akrual.  

Peneelilittian Romilia (200111) ) memenynyatataka anan perangkat penendukung memiliki

pengarruhuh yang signnififikkanan terhadap keberhasililanan ppeneneerapan PP NoNo. 24 Tahun

200005. Kabubupapateten n Banggkakallan memiliki perangkat penendukungng yyanangg sudah beb rjalan 

dengganan bbaiaikk.  KoKomunikasi memiliki pengaruh negatif tetappi signififikikanan terhahadap 

keebebe hrhasilanan penerapan PP No.24 Tahun 2005 di Kabupaten Bangngkalalan.n.uu AAnggotta 

SKSKPDP  merasa lebih nyaman mengerjakan tugasnya senddiri dadaririppada 

mengkokomunikasikannya dengan orang lain. Regulasi tidak memilikiki pengaruhuh 

yay ng signifikan terhadap pengaruh keberhasilan penerapan PP No.. 24 TTahunn 

20055. PPegawai SKPPDD didi KKababupupaten Bangkkalalanan ttididakak merasa terbebebaani dengganan 

rer gulasi, karena mereka mau mempmpele ajajaari dan memahami setiap peraturan n babatutu 

yayangng kkele uar. Komitmen juga tidak memiliki pengaruh yang signifikkanan ttererhahaddap

kekebeberhasililan penerrapapanan PPP NoNo.2.24 4 TaTahuhunn 200505. KoKomimittmen pegawwaiai ddalam 

penelilititiana ini belelumum cukup kuat ununtuk mennerapkan PP NoNo 2.24 4 Tahun n 2020005. Dalam

penelitian ini, SDM juga tidak bberpengaruhh terhadap keberhasilan penerapan PP 

No.24 Tahun 2005. Hal tersebutut terlihat dari banyaknya pegawai SKPD yang 

memiliki latar belakang pendidikkana SSLTA dan tidak memiliki pengetahuan 

tentang akuntansi
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RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

Nama 
Peneliti

Objek Penelitian Hasil Penelitian

Aldiani
(2010)

Kuesioner kepada 36 orang yang 
tersebar dalam 12 SKPD yang 
terlibat dalam penyusunan 
laporan keuangan daerah. 
Masing-masing SKPD terdiri 
dari 3 orang. 

1. SDM, Komitmen dan Perangkat pendukung
secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh signifikan terhadap 
keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 
2005.

2. Secara parsial SDM dan teknologi informasi 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 
tahun 2005.

3. Secara parsial Komitmen memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap keberhasilan 
penerapan PP No.24 tahun 2005.

Ardiansyah  
(2012)

Survei terhadap responden pada 
KPPN Malang dengan populasi 
penelitian sebanyak 160 satuan 
kerja.

1. Adanya pengaruh positif variabel kualitas 
SDM tetapi tidak signifikan dan komunikasi 
memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap kesiapan penerapan 
berbasis akrual

2. Tidak adanya pengaruh secara signifikan
variabel komitmen organisasi terhadap 
kesiapan penerapan SAP berbasis  akrual

Faradillah 
(2013)

Kualitatif interpretatif dengan 
interview pada 6 orang kepala 
subbagian akuntansi pemerintah 
daerah kota Makassar.

Bentuk persiapan pemerintah Kota Makassar :
1. Sosialisasi kepada aparat pemerintah Kota 

Makassar, 
2. Merevisi peraturan pemerintah daerah 

(berupa peraturan daerah pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah dan peraturan 
kepala daerah) mengenai kebijakan 
akuntansi,

3. Memperbaiki sistem dan prosedur 
pengelolaan keuangan daerah 

4. merupakan langkah awal pemerintah Kota 
Makassar dalam implementasi SAP berbasis 
akrual di tahun 2015 nanti.

Herlina 
(2013)

Kuantitatif deskriptif dengan 
survei kuesioner pada 15 satuan 
kerja perangkat daerah 
pemerintah daerah Kabupaten 
Nias Selatan, kota Padang. 

1. Faktor informasi mempengaruhi kesiapan 
pemerintah daerah dalam implementasi 
sistem akuntansi basis akrual.

2. Faktor perilaku memiliki korelasi yang kuat 
sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan 
pemda dalam implementasi sistem 
akuntansi basis akrual.

3. Faktor keterampilan mempengaruhi 
kesiapan pemerintah daerah dalam 

Aldiani
(2010)

Kuesioner kepada 36 orranang yang 
tersebar dalam 122 SSKPD yang
terlibat dallamam penyusunan 
laporan kkeuangan ddaerah. 
Masingng-masing SKPD teerdrdiriri
darii 33 orang.

1. SDSDM, Komitmen dan Perangkat pendu
secaraa bbersama-sama (simultan) 
berpengaruuhh signifikan terhadap
keberhasilan peenen rapan PP No.24 Tah
200050 .

2.2 SeSecacarara ppararsial SDM dadan teknologi inf
beb rpenengagaruruh positif tetapipi tidak signifi
teterhr adap kkeberhahasisilan peneerar pan PP N
tahun 2020050 .

3. Secara parsisiala  Kommititmemen mem mimilil ki pen
positif dan signnififikan ttererhahadadap keebeb rha
penerapan PP No.242  tahhunun 22005.

rdiiaansyahh  
(22012)

SSurveiei terhadap responden pada 
KPPNPN Malang dengan populasi
pennelitian sebanyak 160 satuan 
keerja.

1. Adanya pengaruh poositif f vavaririabel kuual
SDM tetapi tidak signnifikak n n dadan kommu
memiliki pengaruh yanng pososititifif ddan 
signifikan terhadap kesiiapann pepenneraapapa
berbasis akrual

2. Tidak adanya pengaruh seecara siggnniffikk
variabel komitmen organnisasi teerhadadap
kesiapan penerapan SAP berrbabasis aakkr

araradidillah 
(2201013)3

KKualitatif intntererprpr tet tatifif ddengan 
interview padda 66 orangng kkepepala 
subbagian akuntansi pemerinttahah 
daerah kota Makassar.

Bentntukuk persisiapapanan ppemerintah h KKota Makakasass
11. SoSo isi laliisasii kkepadad  aparat pemerintntahah K

Makassar,
2. Merevisi peraturan pemerintaahh dadaererah

(berupa peraturan daerahah ppokkokok--popoko
pepengngelelololaaaann kekeuauangnganan ddaeaerarah h dadann per
kepala ddaeaerarah) mengenai kekebibijajakan
aakuntansnsi,i,

3.3. Memperbaikkii sisiststemem ddanan pprosedur 
pengelolaan keuangan daerah 

4. merupakan langkah awal pemerintah K
Makassar dalam implementasi SAP b
akrual di tahun 2015 nanti.

Herlina
(2013)

Kuantitatif deskriptif dengngan 
survei kuesioner pada 15 satuauan 
kerja perangkat daerahah 
pemerintah daerah Kabupaten

11. Faktor informasi mempengaruhi ke
pemerintah daerah dalam implem
sistem akuntansi basis akrual.

2 Faktor perilaku memiliki korelasi yan
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implementasi sistem akuntansi basis akrual.
Indah 
(2008)

Kuesioner kepada SKPD 
pemerintah Kota Medan

Sumber Daya Manusia dan teknologi 
informasinya mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP 
No.24 tahun 2005.

Kusuma
(2013)

Survei sebanyak 58 kuesioner 
yang disampaikan kuesioner 
kepada 156 Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) dari KPPN
Semarang I. 

1. Pelatihan staf keuangan mempengaruhi 
tingkat penerapan akuntansi akrual.

2. Tingkat pendidikan staf , kualitas teknologi 
informasi, dukungan konsultan, pengalaman, 
latar belakang pendidikan pimpinan, dan 
ukuran satuan kerja tidak berpengaruh pada 
tingkat penerapan akuntansi akrual.

Romilia 
(2011)

82 lembar kuesioner kepada staf 
keuangan dinas-dinas kabupaten 
Bangkalan.

1. Perangkat pendukung berpengaruh secara 
positif terhadap keberhasilan penerapan PP 
No 24 tahun 2005.

2. Komunikasi , SDM , Komitmen Organisasi 
dan regulasi tidak berpengaruh tetapi 
signifikan terhadap Keberhasilan Penerapan 
PP No.24 Tahun 2005.

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh antara sumber daya manusia dengan kesiapan penerapan  

SAP berbasis akrual  

 Nazier (2009) mengungkapkan tingkat pemahaman dasar staf mengenai 

administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Tingkat pemahaman dasar 

meliputi lingkup keuangan negara, bentuk pertanggung jawaban keuangan negara, 

standar akuntansi yang digunakan, dan subtansi standar akuntansi pemerintahan.  

Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik , memerlukan kapasitas 

sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, 

pengalaman, serta informasi), disamping pengembangan kapasitas organisasi 

(Insani dalam Kusuma,2013). 

SDM memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan 

SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede dalam Kusuma (2013) 

g p p p
No 2.244 tat hun 2005.

Kusuma
(2013)

Survei sebanyak 5858 kuesioner 
yang disammpapaikan kuesioner 
kepada 115656 Kuasa Penengguna 
Anggararaan (KPA) dari KPKPPNPN
Semamarang I.

1. Pelatihihanan staf keuangan mempen
tingkat penenerar pan akuntansi akrual.

2. Tingkat pendididikikan staf , kualitas tek
innfof rmasi, dukungagan n konsultan, penga
laatatar r bebelalakak ng pendididid kan pimpinan
ukuranan ssatatuuan kerja tidaak k berpengaru
titingngkat penerapapan n aka untanssi i akrual.

Romilia 
(2011))

82 lemembabar r kuk esioonener kepada staf 
keeuauangngaan dinnaas-dinas kabupaten
BaBangngkkalann.

1. Peranggkakat pendndukukunungg berpeengaruh 
positif terhhadadap kkebebererhhasis lan ppenerap
No 24 tahun 200050 .

2. Komunikasi , SDMDM , KoKomimitmt en OOrg
dan regulasi tidakak bbererpepenggaruhuh
signifikan terhadap KKeberhhasasililan Peen
PP No.24 Tahun 2005.

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.33.1 Pengaruh antara sumber daya manusia dengan kesiapan peeneerarapan n  

SAP be brbasiis akkruall  

 Nazier (2009) mengungkapkan tingkat pemahaman dasar staf memengngenenai 

adadmimininiststrarasisi kkeueuanangagann nenegagarara mmasasih sanngagat t rerendndahah. TiTingngkakatt pepemamahahamaman n dadasar 

meelil puputiti lliningkgkupup kkeuuanangan negagarar , be tntuk pperertanggungng jjawwababanan kkeueuanangagann negara, 

standar akuntansi yang digunakanan, dan subtb ansi standar akuntansi pemerintahan. 

Sebuah implementasi kebijakan n publik daalam praktik , memerlukan kapasitas

sumber daya yang memadai ddaari seggi jumlah dan keahlian (kompetensi, 

pengalaman, serta informasi), disampmping pengembangan kapasitas organisasi 
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menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan 

adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca dalam Kusuma (2013) 

yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual 

membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan. 

Kusuma (2013) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan tingkat kepatuhan 

akuntansi akrual. Temuan empiris dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

Indah (2008), Aldiani (2010), Ardiansyah (2012), Faradillah (2013), dan 

Herlina(2013) menunjukkan bahwa SDM memiliki korelasi yang kuat sebagai 

faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi 

sistem akuntansi basis akrual. Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga 

bahwa : 

H1 :  Sumber Daya Manusia akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan  

pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010  tentang SAP 

berbasis akrual. 

2.3.2 Pengaruh antara komitmen organisasi dengan kesiapan penerapan 

SAP berbasis akrual 

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk 

melakukan sesuatu agar dapat meenunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi 

(Aldiani,2010). Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan 

maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan. 

yang menunjukkan bahwa traansnsisisii dari akuntntanansis  berbasis kas menuju basis akrual

membutuhkan biayya a ppelatihan yang signifikan. 

Kusuumma (2013) mengunungkkappkaan n babahwwa a terdapat hubbunungan yang positif 

dan signgnifikan antara a tiingn kkat pendidikan staf akakununtatansnsi i dengan tingkkata  kepatuhan 

akkuuntansi akakrurualal. Temuuanan empiris dari beberapa pennele itian yayangng ppernah didilal kukan 

Indah h (2(200008), AAldiani (2010), Ardiansyah (2012), Fararada illal h h (2(2010 3), dan

HeHerlrliina(20113) menunjukkan bahwa SDM memiliki korelasi yaangn kkuauat t sebagaai 

fafaktktoor yyang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implplememenentasii 

sistem akuntansi basis akrual. Berdasarkan uraian tersebut penullis menduugaga 

bahwaa : 

H1 :  Sumber Dayaya MMananususiaia aakan berpengagaruruhh sesecacarara ppositif terhadaapp kkesiapanan  

pemerintah daerah dalam peeneneraapap n PP No.71 Tahun 2010  tentang SSAPAP 

berbasis akrual. 

2.3.22 PeP nggaruhuh antara komitmtmen orggaanisasi dengann kkesiapap n n ppenerapan 

SAP berbasis akrual

Komitmen organisasi merurupakan doorongan dari dalam diri individu untuk 

melakukan sesuatu agar dapat meennunjanang keberhasilan organisasi sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan dan lebihh mengutamakan kepentingan organisasi
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Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, ikhlas dalam 

melaksanakan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya 

bekerja. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan 

tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta 

dan menyebabkan peningkatan kinerja. 

 Komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan PP No.24 

Tahun 2005 pada pemerintahan Kabupaten Labuan Batu menurut penelitian 

Aldiani (2010). Sedangkan menurut penelitian Ardiansyah (2012) Komitmen 

Organisasional tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis 

akrual. Hal ini karena menurutnya, komitmen organisasi akan mempunyai 

pengaruh pada saat penerapan SAP akrual yang akan diterapkan pada tahun 2015. 

Sedangkan saat menjelang penerapan SAP berbasis akrual tersebut, komitmen 

organisasi tidak berpengaruh. Berdasarkan kedua penelitian yang tidak 

mempunyai hasil yang sama tersebut, maka penulis akan menduga hipotesa 

sebagai berikut : 

H2 :  Komitmen Organisasi akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan  

pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP  

berbasis akrual. 

bekerja. Jika pegawai berkeyeyakakiinan bahwawa vvisi dan misi pemerintahan akan 

tercapai dengan suumbmbangsih mereka, situasi kerja yanngg bersinergi akan tercipta 

dan menyebababkan peningkatan kkinenerjrja. 

KKomitmen orrgaganinisasasi berpengaruh padda kekebeberhrhaasilan penerappana  PP No.24

Taahhun 2000505 ppadada pememe irintahan Kabupaten Lababuauan Batutu mmenenurut peenelitian

Aldianni i (2(20010)).. Sedangkan menurut penelitian Ardiansyaah h (22 1012)2) KKomittmem n 

OrOrgag inisasioonal tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapanan SAPAP berbasisis

akakrurual. HHal ini karena menurutnya, komitmen organisasi akann memempmpunu yai 

pengarruuh pada saat penerapan SAP akrual yang akan diterapkan pada a tahun 201515.

Sedanggkan saat menjelang penerapan SAP berbasis akrual tersebut,, komititmenn 

organinissasi tidak bbererpepengngararuhuh. Berdasarkakann kekeduduaa penelitian yyaang tidadakk 

mem mpunyai hasil yang sama terssebebutt,, maka penulis akan menduga hipopotetessa 

sesebabagagai i berikut : 

H2 : KKomitmemenn OOrganisasi akaann berpenggaruh secara possititifif terhadadapp kkesiapan 

pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP  

berbasis akrual. 
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2.3.3 Pengaruh antara teknologi informasi dengan kesiapan penerapan 

SAP berbasis akrual 

Krumwiede dalam Kusuma (2013) menunjukkan bahwa organisasi dengan 

teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem 

akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang 

kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. 

Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013) yang memperlihatkan terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat 

kepatuhan akuntansi akrual. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Aldiani (2010) dan Romilia (2011) bahwa perangkat pendukung 

mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. 

Studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk 

memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. 

Akibatnya , kualitas tinggi yang ada di dalam sistem informasi organisasi harus 

dipertimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksanaan (Ouda, 

dalam Kusuma, 2013). Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut : 

H3 :  Teknologi informasi akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan  

pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP  

berbasis akrual. 

Krumwiede dalam Kuususumma (2013) memenununjukkan bahwa organisasi dengan 

teknologi informassii yang lebih maju mungkin lebih h dadapat menerapkan sistem

akuntansi mamanajemen baru dararippadada a ororgaganin saasis  dengan sistemem informasi yang

kurangg canggih karenena a bibiaya pengolahan ddann ppenengugukkuran yang llebe ih rendah. 

Peennelitian ssebebeleluumnyya a ololeh Kusuma (2013) yanang g mempmpererlilihah tkan tterdapat 

hubungnganan ppositifif dan signifikan antara kualitas teknologi infoformasi dedengngana  tinngkg at 

keepap ttuhhan akuntansi akrual. Penelitian ini didukung oleh ppenelelititiaian yangng 

didilalakuk kaann oleh Aldiani (2010) dan Romilia (2011) bahwa perangkkat ppenendudukuk ng 

mampuu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. 

Studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan dimminta uuntukk 

memfmfasasilitasi dan memendndukukunungg pengenalan aakukuntntanansisi akrual di sekektotor publblikk.. 

AkA ibatnya , kualitas tinggi yang adada ddii ddalam sistem informasi organisasi haharurus 

didipep rtrtimimbangkan sebagai prasyarat penting dari keberhasilan pelaksananaaan n (O(Oududa, 

dadalalam m Kusuma, 20201313).). AArgumen iinini mmenengagarrahh padada ppererumumusan hhiipotesiss bbererikikut : 

H3 : TTeknoloogigi iinformasi akan beb rpengaarruh secara posititifif ttere hadap p kekesiapan  

pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP  

berbasis akrual. 
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2.3.4 Pengaruh antara komunikasi dengan kesiapan penerapan SAP 

berbasis akrual 

 Menurut Edwar dalam Herlina (2013) komunikasi adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi proses implementasi. Persyaratan utama bagi komunikasi 

kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang 

mereka kerjakan, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan 

konsistensi informasi yang disampaikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Ardiansyah (2012) bahwa komunikasi berpengaruh terhadap 

penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini sama diungkapkan oleh Romilia (2011) 

yang menghasilkan hipotesis yang sama untuk penelitian yang dilakukannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah : 

H4:  Komunikasi akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan  

pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP 

berbasis akrual. 

2.3.5 Pengaruh antara sumber daya manusia, komitmen organisasi, 

teknologi informasi, dan komunikasi dengan kesiapan penerapan SAP 

berbasis akrual 

Dengan adanya komitmen pemerintah, sumber daya manusia yang ada 

akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya dan penerapan 

peraturan ini tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa didukung oleh teknologi 

informasi yang layak dan memadai. Sumber daya manusia, komitmen, dan 

teknologi informasinya secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

 Menurut Edwar dalamm HHerlina (201313)) kok munikasi adalah salah satu faktor

yang mempengaruhhii proses implementasi. Persyaratanan utama bagi komunikasi 

kebijakan yayanng efektif adalah paarara ppelelakaksasanaa kebijakan menngeg tahui apa yang 

merekaa kerjakan, hhalal inni menyangkut prosseses ppenenyyampaian infnforo masi dan 

koonnsistenssii ininfoformrmasi yayanng disampaikan. Hasil inii sesesuai ddenengagan n penelititiana  yang

telah didilalakukukan ooleh Ardiansyah (2012) bahwa komunikasi i beb rpenngagaruruh h terhhada ap 

peenen rapan SSAP berbasis akrual. Hal ini sama diungkapkan oleheh Rommililiaia (20111)

yayangng meenghasilkan hipotesis yang sama untuk penelitian yang did lakukukakannn ya.

Berdassarkan hal tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah :

H4:  Komunikasi akan berpengaruh secara positif terhadap kesiapan  

pemerintah ddaeaerarahh dadalalam m penerapan PPPP NNoo.7171 Tahun 2010 tetentntang SAAP P

berbasis akrual. 

2.2.3.3.55 Pengar huh aantntarara sumbmberer ddayayaa manuusisia,a, kkomititmen ororgaganinisasi,

teteknologogii ininformasi, dan kkomunikikasi dengan kessiaiapapan pep nenerrapan SAP 

berbasis akrual 

Dengan adanya komitmenen pemerinntah, sumber daya manusia yang ada 

akan mempunyai rasa tanggung jjawa abb terhadap pekerjaannya dan penerapan 

peraturan ini tidak akan berjalan dengaan sempurna tanpa didukung oleh teknologi
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terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 tahun 2005 di Kabupaten Labuhan 

Batu menurut penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2010).  

Selain itu berdasarkan dugaan semua hipotesis secara parsial berpengaruh 

positif maka dapat dikatakan bahwa secara simultan seluruh variabel  independen 

secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap variabel dependen yang dapat 

dihipotesakan sebagai berikut: 

H5:  Sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi informasi , dan  

komunikasi secara simultan akan berpengaruh secara positif terhadap 

kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010 

tentang SAP berbasis akrual. 

 

Selain itu berdasarkann dduugaan semua a hihipop tesis secara parsial berpengaruh 

positif maka dapat ddikikatakan bahwa secara simultan selelururuh variabel  independen

secara bersaamma-sama akan berrppengngara uhuh ttererhaadad p variabel deppene den yang dapat 

dihipotetesakan sebagaai i beberiikkut: 

H5H5:  Summbeber dad ya mmananusia, komitmen organisasii, tteke noloogigi iinfnfoormasi , ddan  

kokomum nikakasi secara simultan akan berpengaruh seecac ra ppososititifif terhahadap

kesiiaapan pemerintah daerah dalam penerapan PP No.7.71 TaTahuhun 20110 

teentang SAP berbasis akrual. 


